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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota Jayapura.  

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan. 

Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Data 

berbentuk berkala (time series) dengan periode dari tahun 2010-2018 (8 tahun) sehingga hasil penelitian ini 

merupakan hasil penggunaan data selama periode tersebut. Analisis data bertujuan menyederhanakan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Data yang diolah dengan bantuan 

software SPSS seri 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial Pendapatan Asli daerah 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap Belanja Modal di kota Jayapura. Secara simultan variebel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jayapura. 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja 

Modal .



Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume VI No.3, Desember 2019 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Halim. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi.  Salemba Empat: Jakarta; 

Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.  (2006).  Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah 

dalam Hubunganny adengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi 

Pemerintah vol. 2, No. 2; 

Ardhani, Pungky. (2011).  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,mPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum,  Dan  Dana  Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas 

Dipenogoro; 

Ghozali,Imam dan Ratmono,  D., (2008). Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan   Daerah 

(APBD), (Translate:   Financial Accounting   of Governmental   Entities), Semarang:   Badan 

Penerbit   UNDIP.   ISBN 978.979.704.563.0; 

Ghozali. (2001). Aplikasi analisis multivariate dengan program spss. Semarang. Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro; 

Nordiawan, Deddi. (2006). Belanja modal. Salemba Empat: Jakarta; 

Rully Pongsikabe, Yundy Hafizrianda, dan Jody E. H. Siahainenia. (2018). Pengaruh Belanja Modal 

Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamberamo 

Tengah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 2,  Agustus  2018 

Sularso, Havid dan Yanuar E.  Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja     

Modal     dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota di Jawa Tengah.  Media    Riset Akuntansi, 

Vol 1, No.2; 

Sumarmi, Saptaingsih. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan   Dana   lokasi 

Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi 

D.I.Yogyakarta.Akmenipa UPY, Vol 4; 

Syaiful. (2008).  Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah 

Akuntansi Pemerintahan. 

http://file.upi.edu/Direktori/L%20%20FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121%20%20I

KIN%20SOLIKIN/Jurnal%20PAD.pdf.01;06 pm, Tanggal 2 Nov 2010; 

Urip, T. P., Tiranda, A., Indahyani, R., & Purwadi, M. A. (2018). Implementation of Local 

Government Regulation Number 13 of 2016 on Rental Housing Business in 

Jayapura. 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (revisi); 

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

 


